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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

GRESIK
Nomor 1 700.1.2.1/ Wa.5/437.72/2026 3\ Agustus 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Gresik Tahun 2026
Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
di
GRESIK

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai
berikut :

.  PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sisiem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
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Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang
Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;

7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor

700.1.2.11791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi
yang mewujudkan pemerintahan yang bersh dan  akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 ftentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implemeniasi SAKIP dilaksanakan
serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana
diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah
melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang
dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi
Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan suatu sistem manajemen kinerja uniuk meningkatkan kualitas
dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja
yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana
penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian
kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah
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E.

selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik
yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas
implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah
sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah derah untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang
telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :
Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

Menilai tingkat implementasi SAKIP;

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

Memberikan saran perbaikan uniuk peningkatan implementasi SAKIP;

o bk oN

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya,

Ruang Lingkup
Ruang iingkup evaluasi akuntabilias kinetja instansi pemerintah meliputi :
1. Penilaian Kualitas Perencanaan.

N

Pengukuran Kinerja Berjenjang.

w

Laporan Kinerja.

M~

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah
kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;

2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan
informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;

3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja
Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen
memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran
mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori
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predikat’, untuk menentukan tingkai akuntabilitas kinerja instansi yang
bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 -~ 100) Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 — 90) Memuaskan

BB (Nilai > 70 — 80) Sangat Baik

B (Nilai > 60 — 70) Baik

CC (Nilai > 50 — 60) Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 — 30) Sangat Kurang

F. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai fugas

pokok Urusan Politik dan Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri unfuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politk dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan aniarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ldeologi Pancasila dan
wawasan Kebangsaan, negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar
suku dan infra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ldeologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasiorganisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan / kanfor kesaiuan

S

bangsa dan politik Kabupaten;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun susunan
organisasinya sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Kesatuan Bangsa;

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

KEPALA BADAN

SEKRETARIS l

i
| Km"i‘fbﬂwuﬂmm I Jabatan Fungaional A0E :j

l Jabatan Pelalaksana | Jahatan Pelaisksana

i

Ki Bidang Pdthk DalamH
Kmhﬁdmxmmw ’ ;:h (kgaumkunusmhﬂ’gd

Jabatan Fungsional A Jabatan Fungaional Ahk

Jahatan Fungsronal Jabatan Fengsienal

Jabatan Pelalzksana JSabatan Pelalaksana
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G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait atas
tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan
Tahun 2025 (On Going) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk
Kabupaten Gresik sebagaimana surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politk Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/8624/437.77/2026 perihal
Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP terdapat 7
rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi yaitu:

1. Perbaikan pada Renja dan Monev agar sesuai dengan Renstra;

2. Penyelarasan ssatuan dan indikator pada Renstra;

3. Pemberian bukti bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil
Keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;

4. Pemberian bukti dukung bahwa setiap unit/satuan kerja memahami
dan peduli atas hasil pengukurna kinerja;

5. Menyajikan informasi kinerja yang menginformasikan perbandingan
realisasi kinerja  dengan realisasi kinerja di level
nasionalfinternasional (Benchmark Kinerja).

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2 yaitu:

1. Pemberian bukti dukung upaya perbaikan dan penyempurnaan
kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) secara konkrit
pada laporan kinerja;

2. Pemberian data dukung tindak lanjut hasil evaluasi.

. GAMBARAN HASIL EVALUASI
A. Hasil Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri
dari Rencana Sirategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun
2026 lainnya.

6]Hal,




Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran

mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Gresik mendapat nilai 85,99 dengan kategori A atau

Memuaskan dengan rincian hasil penilian sebagai berikut :

..+ . : Komponen ~ Bobot | Nilai Tahun' | Nilai Tahun-
R | 2026 | ‘2026
a. Perencanaan Kiﬁérja i 30 27,48 26,20

b. Pengukuran Kinerja 30 27,19 26,37

c. Pelaporan Kinerja 15 12,13 13,43

d. Evaluasi Internal 25 20,00 20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja 100

Nilai Hasil Evaluasi AKIP 87,00 85,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) A A

Interpretasi : Memuaskan

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai
berikut:

1.

Evaluasi Perencanaan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik secara umum
telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup
memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana
kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian
Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi
dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran
lebih fanjut dari target-target kinerja yang ada di Petjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra,
Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan
dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan
dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup
memenuhi criteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup
menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan
(indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik.
Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup
menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara
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berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode
perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan
Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target
yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan
dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Rensira telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam
Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun
berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja
yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian
Kinertja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai
memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang
telah direncakanan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja
menunjukkan nilai sebesar 26,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai
sebesar 30 atau 87,33% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan
kategori peringkat A (Memuaskan), namun terdapat beberapa catatan
yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

a. Dokumen Rencana Aksi yang tersedia selama ini bersifat sama
sepanjang tahun tanpa ada penjadwalan progres yang rinci, dan
aksi yang akan dilakukan kedepannya atas masing-masing
program dan kegiatan sehingga sulit untuk melihat kapan
pencapaian kinerja akan diraih.

Evailuasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan,
kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan
dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan
mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja
sebagal dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi,
penyusunan anggaran. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang
dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara
pengukuran.

8iHal.




Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat
efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap
unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai
sebesar 26,33 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00
atau 87,76% dengan kategori peringkat A (Memuaskan), namun
terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya
yaitu :

a. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran
Kinerja yang berfungsi sebagai pedoman baku yang mengatur
tata cara, alur, dan mekanisme pengumpulan serta verifikasi data
capaian Kinerja yang dapat diandalkan;

b. Bukti tindak lanjut monev kinerja dan bukti tindak lanjut atas
rencana aksi yang sudah dibuat sebagai bukii bahwa setiap
unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran
kinerja.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan Kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan
pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas
penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja
secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Poliiik Kabupaten Gresik, telan
disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh
informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,
menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata
dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke
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depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKj!P Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja
selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi
kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian
aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan
anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi di tahun
berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai
sebesar 13,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,60
atau 89,53% dengan kategori peringkat A (Memuaskan), namun
terdapat beberapa catatan yang periu dilakukan perbaikan diantaranya
yaitu :

a. Dalam penyusunan dokumen LKjIP belum menyajikan gambaran
atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan
dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran
keberhasilan kinerja organisasi dan belum menyajikan target
kinerja dari Perjanjian Kinerja sehingga belum memenubhi
sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53
Tahun 2014;

b. Informasi dalam Laporan Kinerja belum  seluruhnya
mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan
bukti dukung Laporan Budaya Kinerja Tahun 2025.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan
pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada
LKjlP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk Kabupaten Gresik telah
dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh
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inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi cien SDM yang
memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah
menggunakan Teknologi Informasi.

+ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik telah
menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi
peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut
atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal, telah
memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
menunjukkan nilaj sebesar 20,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai
sebesar 25,00 atau 80,00% dengan kategori peringkat BB (Sangat
Baik) namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan
diantaranya yaitu rekomendasi tindak lanjut belum seluruhnya selesai
ditindaklanjuti, masih terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi yang
belum sesuai.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal
yang periu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:
1. Komponen Perencanaan Kinerja

a. Menyusun dokumen Rencana Aksi yang memuat jadwal progres
rinci, dan aksi yang akan dilakukan kedepannya atas masing-
masing program dan kegiatan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

a. Menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengukuran Kinerja yang berfungsi sebagai pedoman baku yang
mengatur tata cara, alur, dan mekanisme pengumpulan serta
verifikasi data capaian kinerja yang dapat diandalkan;

b. Menyusun tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas
rencana aksi yang sudah dibuat sebagai bukii bahwa setiap
unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran
kinerja;

3. Komponen Pelaporan Kinerja
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a. Menyusun dokumen LKjiP yang menyajikan gambaran aiau
informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan
Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran
keberhasilan kinerja organisasi dan menyajikan target kinerja dari
Perjanjian Kinerja sehingga belum memenuhi sistematika
penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014,

b. Menyusun Laporan Budaya Kinerja Tahun 2025.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Menyusun bukti dukung tindaklanjut secara lengkap dan sesuai

dengan rekomendasi.

PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun
2026 dengan perolehan nilai sebesar 85,99 dengan kategori A (Memuaskan)
yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya
menjadi iebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasii
evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
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